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B U P A T I  M U N A

PERATURAN BUPATI MUNA 
NOMOR II TAHUN 2012

TENTANG
ATURAN PELAKSANAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 16 

TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUNA

Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan operasional Peraturan
Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pelayanan Kesehatan, terutama pembagian jasa 
pelayanan kesehatan pada instansi pemungut, maka 
dipandang perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati 
Muna sebagai aturan pelaksanaannya;

b- bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud huruf a, 
dilaksanakan dalam rangka mendapatkan kepastian 
hukum terhadap pemberian jasa pelayanan kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu 
ditetapkan dengan peraturan Bupati Muna.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049);
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6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072); ,

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

, Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161);

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1079/Menkes 
/SK/2008 tentang Perubahan keputusan Menteri 
Kesehatan Nomor 125 /Menkes / SK/II/2008 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan 
Bagi Masyarakat Miskin;

14. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 
178/Menkes/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 
tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Pesefta 
PT Askes (Persero) dan anggota Keluarganya di 
Puskesmas, Balai KesehatanMasyarakat dan Rumah 
Sakit Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 
Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 
Daerah;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
903/Menkes/Per/V2011, tentang Pedoman Pelaksanaan 
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 16
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN.

BABI 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Muna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Muna;
3. Bupati adalah Bupati Muria;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di 

bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku;

5. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 
badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk 
apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, 
yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, 
bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan 
kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka 
observasi diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan 
lainnya;

7 . Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD 
adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna;

BAB II
JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan jasa pelayanan 

kesehatan kepada instansi pelaksana pelayanan atas jasa 
yang diberikan kepada pasien;

(2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi kegiatan observasi, diagnosis, pengobatan, 
tindakan medis, perawatan, konsultasi, visite, rehabilitasi 
medik dan atau pelayanan lainnya;

BAB m
PEROLEHAN JASA PELAYANAN

Pasal 3
(1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan 

jasa pelayanan kesehatan berhak mendapatkan jasa 
pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan;

(2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana ayat (1) meliputi:
- Jaminan kesehatan masyarakat miskin;
- Pelayanan kesehatan umum;
- Asuransi kesahatan;
- Pelayanan Kesehatan Bahteramas;
- Pelayanan Kesehatan yang biayanya melalui APBD 

Kabupaten Muna.(JAMKESDA)
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Pasal 4
(1) Jumlah pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan didasarkan 

atas jumlah retribusi yang disetor ke Kas daerah oleh 
instansi pemungut;

(2) Besarnya pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 
40 % (persen) dari retribusi yang disetor ke Kas daerah.

BAB rv 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
(1) Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka semua 

ketentuan yang mengatur tentang besarnya pembayaran 
jasa pelayanan kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi;

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, 
akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati atau 
Keputusan Bupati.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya 

, dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
Pada tanggal I - y  - 2012

Diundangkan di Raha
Pada tanggal \tj - 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA

J tr-
H. LA ORA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2012 
NOMOR: II
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